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ABSTRAK 
 
  
DIAN SARI ASRIL (B111 10 258), TINJAUAN KRIMINOLOGIS 
TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG 
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus di Kabupaten Maros 
Tahun 2011-2013). Di bawah bimbingan Aswanto sebagai 
pembimbing I dan Haeranah sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika serta 
upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten 
Maros. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros, dengan memilih tempat 
penelitian di Polres Maros, Lembaga Pemasyarakatan Klas II Maros, dan 
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, bertujuan untuk 
mendapatkan data primer dan data skunder. Data diperoleh dengan 
menggunakan teknik pengumpoulan data melalui wawancara kuisioner 
dan dokumen. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Masyarakat saat ini sangat dirisaukan oleh persoalan 
narkotika. Betapa tidak, hampir semua lapisan masyarakat terkena 
imbas dari meluasnya peredaran narkotika seakan-akan tidak bisa 
dicegah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa, 
namun juga telah merasuki jiwa anak muda bahkan remaja usia 
belia. Imbas narkotika dan obat-obat terlarang ini sebagian besar 
dilakukan oleh orang-orang berusia produktif. 
Akhir-akhir ini ada anggapan yang menyatakan bahwa 
Indonesia tidak hanya dijadikan sebagai negara transit dan 
konsumen saja, namun juga ternyata telah menjadi negara 
produsen narkoba. Anggapan ini bukanlah suatu yang berlebihan 
karena dengan melihat kenyataan yang ada pada media elektronik 
dan media cetak diperoleh informasi bahwa kebanyakan pengedar 
dan pelaku penyalahgunaan narkotika yang terkena razia maupun 
yang dipidana karena terbukti bersalah melanggar  Undang-undang 
narkotika ditemukan pula alat-alat untuk memproduksi obat 
terlarang tersebut. Fenomena seperti ini sangat berdampak buruk 
terhadap upaya pembinaan bangsa khususnya generasi muda 
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sebagai pilar-pilar reformasi yang seharusnya bebas dari pengaruh 
penyalahgunaan narkotika. 
Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi 
merupakan obat  atau bahan yang bermanfaat dibidang 
pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan 
ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan 
atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat 
dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur 
menurut  takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik 
dan mental bagi yang menggunakannya  serta dapat menimbulkan 
ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan 
sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat 
tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.   
Peredaran narkotika sangat terasa di kota-kota besar di 
Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Maros. Dalam kasus-kasus 
yang diungkap oleh pihak berkompeten dalam bidang ini, diketahui 
bahwa tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara 
umum semakin memprihatinkan. Terlebih lagi kepada perempuan 
sebagai pelaku dan penyalahgunaan narkotika. Betapa tidak 
karena perempuan secara fisik dan psikologis sering dianalogikan 
sebagai makhluk Tuhan yang lemah namun ternyata mampu 
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melakukan sesuatu perbuatan pelanggaran hukum yang menyamai 
bahkan kadang-kadang melampaui perbuatan yang dilakukan oleh 
laki-laki. Belum lagi figur perempuan dalam perspektif kehidupan 
yang padanya melekat tanggung jawab pendidikan moral terhadap 
anggota keluarga khususnya anak.  
Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan 
pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, khususnya perkembangan teknologi dan obat-obatan 
maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti 
yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan 
fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, 
bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi 
suatu bangsa. 
Penyalahgunaan narkotika memang sulit diberantas. Yang 
dapat dilakukan adalah mencegah dan mengendalikan agar tidak 
meluas, sehingga merugikan masa depan bangsa, karena 
merosotnya kualitas sumber daya manusia terutama generasi 
muda. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja 
merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara 
Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.  
Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional 
terhadap masalah narkotika semakin meningkat. Narkotika 
berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan 
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dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau 
dokter phsikiater  untuk kepentingan pengobatan atau penelitian 
sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. 
Peredaran narkotika seharusnya jelas diperangi secara bersama. 
Barang haram tersebut itu sudah sangat memprihatinkan hampir 
semua elemen masyarakat yang sudah tersentuh oleh narkotika, 
termasuk perempuan yang ada di Kabupaten Maros terlibat kasus 
narkotika. 
Kabupaten Maros menjadi salah satu kabupaten yang 
berbatasan langsung dengan Kota Makassar ternyata dijadikan 
pula sebagai sasaran empuk bagi peredaran narkotika, sehinga 
para aparat keamanan perlu kerja keras dalam menanggulangi 
termasuk hakim pengadilan dan pihak lembaga pemasyarakatan 
harus berusaha dalam menanggulangi dan memberantas narkotika 
di Kabupaten Maros. Jangankan untuk menggunakan atau 
mengedarkan, menyimpan narkotika saja tanpa ijin dari pihak yang 
berwenang sudah dianggap melakukan perbuatan pidana. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 
untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya 
kedalam penulisan proposal “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh 
Perempuan Di Kabupaten Maros” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan 
narkotika yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten 
Maros? 
2. Upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh perempuan di 
Kabupaten Maros? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berkaitan dengan pengkajian dan pembahasan masalah 
tersebut lagi, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah 
1. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Maros. 
2. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya yang ditempuh  
dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh 
perempuan di Kabupaten Maros. 
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Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memberikan informasi 
kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka menciptakan 
upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan oleh 
perempuan dikabupaten maros. 
2. Diharapakan dapat menambah wahana kepustakaan dibidang 
ilmu hukum khusunya dan dalam proses penyelesaian Studi 
Strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Kriminologi 
Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime dan logos. 
Crime artinya kejahatan dan logos artinya ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. (Abdulsyani, 
1987: 6) 
Oleh beberapa sarjana dikemukakan pengertian kriminologi, 
seperti: 
Bonger (1982 : 2) mengartikan : 
Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk 
menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. 
 
Noach ( A.Gumilang, 1993 : 3) mengartikan : 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala 
tingkah laku yang tidak senonoh sebab musabab serta akibatnya. 
Muhammad Mustofa (2007 : 14) mengatakan bahwa definisi 
kriminologi yang dikaitkan dengan pengembangan kriminologi di 
Indonesia adalah yang berakar pada sosiologis.  
Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang:  
a) perurusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, 
kenakalan, dan kejahatan; 
b) pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola 
tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan 
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sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang 
ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, seta 
kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan 
masyarakat; 
c) pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap 
penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian 
tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap 
pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam 
mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. 
 
Selain itu Soedarto (1983: 34) mengemukakan bahwa kriminologi 
bukan ilmu yang melaksanakan kebijaksanaan. Kriminologi 
merupakan disiplin yang “non policy making”, akan tetapi hasil 
penemuannya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan. 
Kriminologi menurut P . Topinard (Topo Santoso, 2001 : 9) : 
Kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu crimen yang berarti 
kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. 
Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan kejahatan atau penjahat. 
Pada bagian lain pengertian kriminologi juga dikemukakan oleh 
Moeljatno (1986 : 6) : 
 
 Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan 
kelakuan-kelakuan jelek dan tentang orang-orang yang tersangkut 
pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan 
dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-
undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan 
dan kelakuan jelek. 
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Rusli Effendy (1989:10) memberikan pengertian kriminologi 
sebagai berikut : 
Objek kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri 
tujuannya adalah mempelajari penyebabnya hingga orang 
melakukan kejahatan ini. Apakah kejahatan itu timbul Karena bakat 
orang itu adalah jahat atau disebabkan keadaan masyarakat sekitar 
baik keadaan sosial atau keadaan ekonomis, kalau sebab itu sudah 
maka perlu diadakan tindakan agar orang tidak berbuat demikian 
dengan mengadakan pencegahan sedini mungkin disamping 
adanya pembinaan. 
 
Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah 
manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh Karena itu untuk 
memperjelas, perlu ada batasan-batasan apa yang dimaksud 
dengan kejahatan atau kriminalitas. Jika tidak diketahui 
batasannya, maka kemudian dapat dibicarakan mengenai unsur-
unsurnya yang ada hubungannya dengan melakukan kejahatan 
dan apa yang menimbulkan kejahatan ini. 
Menurut A.S. Alam (1990 : 1) definisi kejahatan dapat dilihat 
dengan dua sudut pandang yaitu : 
Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view) kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum 
pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang 
tidak dilarang didalam perundang-undangan pidana, 
perbuatan itu bukan dianggap perbuatan kejahatan. Dari 
sudut pandang masyarakat ( a crime from the social point of 
view ) kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-
norma yang masih hidup didalam masyarakat. 
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Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada 
tujuh unsur pokok yang paling berkaitan dan harus dipenuhi (A.S. 
Alam 1990 : 3) yaitu :  
1) Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian. 
2) Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana(KUHP). 
3) Harus ada perbuatan. 
4) Harus ada maksud jahat. 
5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam 
KUHP dengan perbuatan. 
7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
Beberapa pengertian tersebut, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari 
tentang perkembangan kejahatan, faktor faktor penyebab serta 
bagaimana cara penangulangan kejahatan dalam hal ini kejahatan 
yang terjadi akibat penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 
perempuan. 
B.  Pengertian Kejahatan 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 1989:125) adalah 
“Perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang 
ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti 
pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan 
lain-lain yang dilakukan oleh manusia. 
Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar 
hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat 
menentangnya. (Kartono, 1999 : 122). 
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Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) 
bahwa “emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak 
kejahatan”.  
Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva 
Zulfa, 2001:11) menyatakan bahwa: “kemiskinan menimbulkan 
kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak 
diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi 
untuk kemewahan”.  
Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 
2001:11) menyatakan bahwa “pengaruh kemiskinan atas kejahatan 
yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-
boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah 
menjadi pencuri”.  
Menurut Soesilo (Husein, 2003) ada dua pengertian 
kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian 
kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, kejahatan 
adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 
undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah 
perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, 
juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 
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Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, 
perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan 
sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-
norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik 
yang tercantum maupun yang belum tercantum pada undang-
undang pidana). 
 
1. Pengertian kejahatan dari segi yuridis  
Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan 
kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau 
bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah 
hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar 
larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak 
memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan 
dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang 
bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat. 
  
R Soesilo (1985:13) menyebutkan pengertian kejahatan secara 
yuridis adalah:  
Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi 
perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam 
KUHPidana misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang 
memenuhi perumusan Pasal 338 KUHPidana yang mengatur 
barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun (15 tahun).  
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Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi 
pidana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHPidana) yang dinyatakan di dalamnya sebagai 
kejahatan  
Sementara menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso 
dan Eva Achjani Zulfa, 2001:14), bahwa: ciri pokok dari kejahatan 
adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan 
perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu 
negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas”.  
 Jadi secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku 
yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan 
masyarakat, bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan dalam 
KUHPidana. 
2. Pengertian Kejahatan dari Segi sosiologis  
Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut 
aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang 
diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki 
berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki 
pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi 
antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai 
kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan 
dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang 
melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata- 
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mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya 
atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh 
kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga 
perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat 
luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa 
dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-
undang pidana.  
Menurut R Soesilo (1985:13) bahwa:  
Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku 
manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-
undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat 
merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan tersebut 
menyerang atau merugikan masyarakat. 
  
Sementara menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 
(2001:15) bahwa:  
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia 
yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki 
berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di 
dalamnya bagian-bagian tertentu yang memilki pola yang sama 
keadaan itu dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah yang 
ada dalam masyarakat. 
 
C. Teori Mengenai Faktor Penyebab Kejahatan 
Menurut Romli Atmasasmita (2007:23-26),  membagi hal tersebut 
dalam 5 bagian, yaitu : 
a) Teori Asosiasi Deferensial (Different Association) 
Teori asosiasi deferensial dikemukakan pertama kali oleh 
seorang sosiolog amerika, E.H Sutherland, pada tahun 1934 
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dalam bukunya principle of criminology. Sutherland 
menemukan istilah deferensial association untuk 
menjelaskan proses belajar tingkah laku criminal melalui 
interaksi social itu, menurutnya mungkin saja melakukan 
kontrak  (hubungan) dengan defenitions favorable of volation 
of law. 
b) Teori Anatomi 
Menurut Marton di dalam suatu masyarakat yang 
berorientasi kelas untuk menjadi teratas tidaklah dibagikan 
secara merata, sangat sedikit kelas anggota bawah 
mencapainya. 
c) Teori Kontrol Sosial 
Teori kontrol sosial atau kontrol teori merujuk pada setiap 
persfektif yang membahas ikhwal pengadilan tingkah laku 
manusia. Sementara itu, pengertian teori control social 
merujuk kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan yang 
dikaitkan dengan variable-variable yang bersifat sosiologis, 
antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok 
dominan. 
d) Teori Labelling 
Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan 
dengan teori-teori lain. Jika teori-teori yang lain melakukan 
pendekatan dari segi statistik, patologis atau pandangan 
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yang bersifat relatif. Becker beranggapan bahwa 
pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang 
realistis. 
 
e) Teori Paradigma Studi Kejahatan 
Simecca dan Lee dikutip dari Robert F. Meier 1972, p.21 
(Romli Atmasasmita, 2007:53), mengetengahkan tiga 
perspektif tentang hubungan antara hokum dan organisasi 
kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang 
studi kejahatan. 
 
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan kejahatan Empirik (A.S Alam dan Amir Ilyas, 
2010:79), terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut : 
 
1. Pre-Emtif 
Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma 
yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan 
dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan 
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hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam. Jadi 
dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pencegahan berasal dari teori NKK, yaitu: 
Niat=kesempatan terjadi kejahatan. 
Contoh: 
Ditengah malam saat lampu lalu lintas menyala maka oengemudi 
itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun 
pada waktu itu tidak ada polisi berjaga. Hal ini iselalu terjadi 
dibanyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya 
didunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
2. Preventif 
Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Contoh: 
Ada orang yang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu 
dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat 
penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan 
tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan 
ditutup. 
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3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcemmenet) dengan menjatuhkan hukuman. 
 
4. Rehabilitatif 
Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan penderita seperti 
keadaan semula (pemulihan kesehatan) atau paling tidak berusaha 
mengembalikan penderita pada keadaan yang dipandang sesuai 
dan mampu melangsungkan fungsi kehidupannya.  
 
E. Pengertian Narkotika dan Penggolongan Narkotika 
Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, 
yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan 
Smith Kline dan Frech Clinical mengemukakan definisi tentang 
narkotika (Moh.Taufik Makaro, 2005 : 18)  
Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat 
mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-
zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral. Dalam definisi 
narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu 
(morphine, codein, methadone).  
Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2882 tahun 
1970, narkotika dan obat bius diartikan secara umum sebagai 
semua bahan obat yang mempunyai efek kerja bersifat : 
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1. Membius ( dapat menurunkan kesadaran) 
2. Merangsang ( dapat meningkatkan prestasi kerja) 
3. Menyebabkan ketagihan ( mengikat/ketergantungan) 
4. Mengkhayal ( Halusinasi) 
Dari pengertian narkotika di atas maka menurut Undang 
Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir 1 
dijelaskan sebagai berikut : 
Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud 
ketergantungan narkotika menurut UU tersebut adalah kondisi yang 
ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-
menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek 
yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau 
dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis 
yang khas. 
Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986: 10) mengatakan 
bahwa pengertian narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan 
pengaruh tertentu bagi yang  menggunakannya dengan 
memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut  bisa berupa 
pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan 
halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut 
yang  diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan 
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dimanfaatkan bagi  pengobatan dan kepentingan manusia di 
bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. 
Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
pada Pasal 6 disebutkan adanya beberapa jenis golongan 
narkotika (obat terlarang) yang mana sebagai berikut : 
Golongan-golongan narkotika atau obat terlarang yang 
dimaksud diatas, terdiri dari banyak jenis antara lain 
termasuk dalam golongan I adalah tanaman pavaper 
somniferum, dan dan semua bagian-bagiannya termasuk 
buah dan jeraminya, opium mentah, opium masak termasuk 
dalam narkotika golongan II antara lain alfasetimetadol 
antara lain asetidehidrokodeina dan lain sebagainya. 
 
Untuk mengetahui lebih jauh tentang jenis golongan narkotika 
sebagaimana disebutkan diatas, maka pertama-tama dapat dilihat 
pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, 
sebagai berikut: 
Narkotika sebagaimana di maksud dalam ayat (1) 
digolongkan menjadi: 
a) Narkotika Golongan I 
Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya 
dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
Jenis narkotika golongan I adalah : 
1) Tanaman Pavaper somniferum L. dan semua 
bagian-bagiannya termasuk buah dan 
jeraminya, kecuali bijinya. 
  
21 
 
2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku 
sendiri, diperoleh dari buah tanaman Pavaper 
somniferum L. yang hanya mengalami 
pengolahan sekedar untuk pembungkus dan 
pengangkutan tanpa memperhatikan kadar 
morfinnya. 
3) Opium masak sendiri : 
a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium 
mentah melalui suatu rentetan 
pengolahan khususnya dengan 
pelarutan, pemanasan, dan peragian 
dengan atau tanpa penambahan, 
bahan-bahan lain, dengan maksud 
mengubahnya menjadi suatu ekstrak 
yang cocok untuk pemadatan. 
b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah 
dihisap, tanpa memperhatikan apakah 
candu itu dicampur dengan daun atau 
bahan lain. 
c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari 
pengolahan jicing. 
4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus 
Erytroxylon dari keluarga Erythroxylaceae 
termaksud buah dan bijinya. 
5) Daun koka, daun yang belum atau sudah 
dikeringkan atau dalm bentuk serbuk dari 
semua tanaman genus Erythroxylon dari 
keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan 
kokain secara langsung atau melalui 
perubahan kimia. 
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6) Kokain mentah, senua hasil-hasil yang 
diperoleh dari daun koka yang dapat diolah 
secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 
7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 
8) Tanaman ganja, semua tanaman genus 
cannabis dan semua bagian dari tanaman 
termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan 
tanaman ganja atau bagian tanaman ganja 
atau bagian tanaman ganja termasuk dammar 
ganja dan hasis. 
b) Narkotika golongan II 
Narkotika golongan II adalah narkotika yang 
berkhasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan 
terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi menyebabkan 
ketergantungan. 
Jenis narkoba golongan II adalah : 
1) Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimitel 
amino-4, 4-difenilheptana. 
2) Alfameprodina : alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-
4-propionoksipipiperidina 
3) Alfametadol  : alfa-6-dimetilamino-4,4-
difenil-3-heptanol 
4) Alfaprodina  : alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-
propionoksipiperidina. 
5) Alfentanil  : N–[1–[2–(4–etil–4,5-
dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-
(metoksimetil)-4-piperidinil-]-N-
fenilpropanamida 
c) Narkotika golongan III 
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Narkotika golongan III adalah narkotika yang 
berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 
terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 
mengakibatkan ketergantungan. 
Jenis narkotika golongan III adalah : 
 
1 Asetildihidrokodeina :  
2 Dekstroproipoksifena : a-(+)-4 dimetilamino-
1,2-difenil-3-metil-2-
butanol propionate 
3 Dihidrokodeina :  
4 Etilmorfina : 3-etil morfina 
5 Kodeina : 3-metil morfina 
 
Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
Undang-Undang ini. 
Penggolongan narkotika sebagaimana dikemukakan di atas 
tampaknya sangat luas. Penggolongan yang luas itu dicoba untuk 
mempersempitnya dengan menarik beberapa pendapat para ahli. 
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 
dan UU No.9 Tahun 1976, maka berlaku peraturan tentang narkotika 
di Indonesia diatur dalam suatu ordinasi, yakni middelen orddonantie 
Stbl. No. 2778 Tahun 1927 dan kemudian mengalami perubahan dan 
penambahan dengan Stbl. No. 419 Tahun 1949, yang didalamnya 
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menggolongkan narkotika kedalam, obat-obatan pembiusan, yang 
terdiri dari : 
a. Opium dan candu 
b. Ganja 
c. Heroin 
d. Morphin 
e. Mandrax dan LSD 
 
F. Ketentuan Pidana Narkotika 
Ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika 
pada penulisan proposal ini terdapat dalam pasal 111 sampai pasal 
116 dan pasal 127 Undang-undang  No.35 Tahun 2009 yaitu : 
Pasal 111 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,  dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 
pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 112 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
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(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3(sepertiga). 
 
Pasal 113 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, 
atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) 
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk 
bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 114 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
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menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau 
dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
 
Pasal 115 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 
atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) 
gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 116 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau 
memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain 
mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, 
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pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga).  
 
Pasal 127 
(1) Setiap Penyalah Guna: 
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 541, Pasal 552, dan Pasal 103. 
 
 
G. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika 
Penyalahgunaan narkotika dilihat dari aspek hukumnya, 
adalah penggunaan narkotika diluar resep dokter atau bukan untuk 
tujuan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, perilaku 
menyimpang dalam penggunaan narkotika, menanam tumbuhan 
narkotika, memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan 
serta menyimpan secara illegal termasuk perbuatan 
penyalahgunaan narkotika. 
Bosu B (1982:73) menyatakan bahwa, penggunaan 
narkotika semata-mata untuk untuk kepentingan pengobatan medis 
dab ilmu pengetahuan, selain itu adalah merupakan kejahatan. 
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Sehubungan dengan uraian tersebut  di atas, pengertian 
penyalahgunaan narkotik menurut  Widjaya (1985:13) yaitu : 
Tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya 
(menyimpang atau bertentangan dengan seharusnya). 
Mempergunakan narkotika secara berlebihan (overdosis) 
sehingga membahayakan dirinya sendiri, baik fisik maupun 
psikis. Atau apabila mereka mempergunakan narkotika telah 
pada taraf ketergantungan dan membahayakan dirinya. 
Selain itu Danny I. Yatim dan Irwanto (1986:5) berpendapat 
sebagai berikut : 
Penyalahgunaan obat (narkotika) adalah pemakaian obat 
secara tetap yang bukan tujuan untuk pengobatan, atau 
yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang 
seharusnya. Penyalahgunaan obat ini menimbulkan 
kerusakan fisik, mental,emosi, maupun sikap hidup 
bermasyarakat. 
Apabila ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009  tentang narkotika, maka dapat diketahui bahwa 
penyalahgunaan adalah perbuatan yang dikualifisir sebagai 
perbuatan pidana, yakni dalam hak tanpa hak dan melawan hukum 
: 
a) Menanam narkotika, 
b) Memelihara narkotika, 
c) Mempunyai dalam persediaan, 
d) Memiliki narkotika, 
e) Menyimpan dan menguasai, 
f) Menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan. 
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Bentuk penyalahgunaan narkotika sebagai berikut, 
1. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya 
sesuai atas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut 
tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan 
tetapi apabila digunakan untuk maksud-maksud yang lain dari 
itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan 
yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan 
narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 
2. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, 
antara lain: 
a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-
tindakan berbahaya dan mempunyai risiko, misalnya ngebut 
di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain 
b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, 
hukum maupun instansi tertentu 
c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks 
d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh 
pengalaman-pengalaman emosional 
e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup 
f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan 
karena tidak ada kegiatan 
g. Menghilangkan rasa frustasi dan gelisah 
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h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan 
i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng 
3. Menurut ketentuan Hukum Pidana para pelaku tindak pidana itu 
pada dasarnya dapat dibedakan, yaitu  
a. Pelaku utama 
b. Pelaku peserta 
c. Pelaku pembantu 
Untuk menentukan apakah seseorang pelaku tergolong ke 
dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana 
telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
4. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain 
berikut ini 
a. Penyalahgunaan/melebihi dosis; 
Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah di 
utarakan di atas 
b. Pengedaran narkotika; 
Karena ketertarikan dengan sesuatu mata rantai peredaran 
narkotika, baik nasional maupun internasional 
c. Jual beli narkotika; 
Ini pada ummumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk 
mencari keuntungan materi, namun ada juga karena 
motivasi untuk kepuasan. 
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Terdapat 2 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai 
“pemicu” seseorang dalam penyalahgunakan narkotika. Kedua 
faktor tersebut adalah faktor internal pelaku dan faktor eksternal 
pelaku. (A.W. Widjaya, 1985 : 25-26) 
 
1. Faktor Internal Pelaku 
Ada berbagai penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang 
ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain 
sebagai berikut. 
a. Perasaan Egois 
Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering 
mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian 
dengan orang yang berhubungan dengan narkotika/para 
pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa 
egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati 
secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika. 
b. Kehendak Ingin Bebas 
Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki 
manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, 
norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. 
Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku 
setiap kali seseorang dimpit beban pemikiran maupun perasaan. 
Dalam hal ini seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut 
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melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan 
narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan 
terjerumus pada tindak pidana narkotika. 
c. Kegoncangan Jiwa 
Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang 
secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. 
Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang 
berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan 
dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika. 
d. Rasa Keingintahuan 
Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang 
usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-
hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal sifatnya negative. 
Rasa ingin tahu tentang narkotika, ini juga dapat mendorong 
seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak 
pidana narkotika. 
 
2. Faktor Eksternal Pelaku        
Faktor-faktor yang dating dari luar ini banyak sekali, di antaranya 
yang penting adalah berikut ini. 
a. Keadaan Ekonomi 
Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan 
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ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi 
yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi 
kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, 
apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan 
kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan 
berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. 
Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang 
yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat  
mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, 
menikmati dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan 
bagi keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal 
tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka 
yang ekonominya cukup. 
Berhubung narkotika tersebut terdiri dari berbagai macam 
dan harganya beraneka ragam, maka dalam keadaan 
ekonomi yang bagaimanapun narkotika dapat beredar dan 
dengan sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja terjadi. 
b. Pergaulan/Lingkungan 
Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari 
pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah 
atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga 
lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang 
negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan 
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oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat 
melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. 
Apabila dilingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh 
dengan mudah, maka dengan sendirinya kecendrungan 
melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya. 
c. Kemudahan 
Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya 
beredar jenis-jenis narkotika dipasar gelap makan akan 
semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika. 
d. Kurangnya Pengawasan 
Pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian 
terhadap persediaan narkotika, penggunaan, peredarannya. 
Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan 
pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. 
Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata 
rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam 
hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi 
gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin 
meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk 
dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari 
masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan 
intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat 
keperbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. 
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Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan 
diatas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan 
perbuatan yang sulit untuk dilakukan. 
e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial 
Bagi seseorang yang terhimpit keadaan social maka 
narkotika dapat dijadikan sarana untuk melepaskan diri dari 
himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi 
bagi orang-orang tertentu memiliki wawasan, uang dan 
sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai 
alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih 
jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan 
tertentu. 
Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-
sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat 
juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua 
faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.   
 
H. Pengertian Perempuan 
Dalam Kamus Dasar  (KD) (1970: 853), kata perempuan 
berarti 'wanita', 'lawan lelaki', dan 'istri' . Menurut KD, ada 
kata raja perempuan yang berarti 'permaisuri'. Dengan contoh 
ini kata ini tidak berarti rendah. Sementara itu, kata 
keperempuanan berarti 'perihal perempuan', maksudnya 
pastilah masalah yang berkenaan dengan keistrian dan 
rumah tangga. Dalam hal ini, meski tidak terlalu rendah, 
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tetapi jelas bahwa kata ini menunjuk perempuan sebagai 
'penunggu rumah'. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 670) 
memberikan batasan yang hampir sama dengan KD, hanya 
ada tambahan sedikit, tetapi justru penting, untuk kata 
keperempuanan. Menurut KBBI, keperempuanan juga berarti 
'kehormatan sebagai perempuan'. Di sini sudah mulai muncul 
kesadaran menjaga harkat dan martabat sebagai manusia 
bergender feminin. 
Dalam tinjauan etimologisnya, kata perempuan bernilai 
cukup tinggi, tidak di bawah, tetapi sejajar, bahkan lebih tinggi 
daripada kata lelaki.  
 Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata 
empu yang berarti 'tuan', 'orang yang mahir/berkuasa', atau 
pun 'kepala', 'hulu', atau 'yang paling besar'; maka, kita kenal 
kata empu jari 'ibu jari', empu gending 'orang yang mahir 
mencipta tembang'.  
 Kata perempuan juga berhubungan dengan kata 
ampu 'sokong', 'memerintah', 'penyangga', 'penjaga 
keselamatan', bahkan 'wali'; kata mengampu artinya 
'menahan agar tak jatuh' atau 'menyokong agar tidak runtuh'; 
kata mengampukan berarti 'memerintah (negeri)'; ada lagi 
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pengampu 'penahan, penyangga, penyelamat', sehingga ada 
kata pengampu susu 'kutang' alias 'BH'.  
 Kata perempuan juga berakar erat dari kata empuan; 
kata ini mengalami pemendekan menjadi puan yang artinya 
'sapaan hormat pada perempuan', sebagai pasangan kata 
tuan 'sapaan hormat pada lelaki'.  
Slametmuljana (1964: 61) pun mengakui bahwa kata 
yang sekarang sering direndahkan, ditempatkan di bawah 
wanita, ini berhubungan dengan makna 'kehormatan' atau 
'orang terhormat'. 
Beberapa pengertian tersebut, maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa perempuan itu berasal dari kata Per, 
Empu dan an, Per itu artinya makhluk/orang, Empu itu 
berasal dari bahasa sansekerta yang artinya mulia dan an 
konotasinya kan. Jadi perempuan itu artinya makhluk yang 
 dimuliakan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Maros, Polres Maros, 
Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas 2 (dua) Maros dan Badan 
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Adapun alasan penulis 
memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan dapat memperoleh 
data yang diperlukan untuk menyusun skripsi nanti. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Untuk mengumpulkan data yang akan diolah dan dianalisis 
dalam penulisan skripsi nanti penulis mengunakan jenis dan 
sumber data sebagai berikut; 
 
1. Data Primer. 
Data ini diperoleh secara langsung dari beberapa pihak yang 
pernah terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika, pihak 
kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi. 
2. Data Sekunder. 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui media cetak 
(buku-buku, perundang-undangan, surat kabar/koran), dan lain 
sebagainya yang berhubungan erta dengan masalah yang 
akan diteliti. 
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C.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder: 
1) Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara 
dengan pihak terkait yaitu terpidana narkotika    di 
lembaga pemasyarakatan Kabupaten Maros, pihak 
kepolisian, dan pihak Badan Narkotika Nasional. 
2) Data Skunder 
Yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data 
dengan membaca buku dan literatur-literatur lainnya 
yang berkaitan dengan penulisan proposal ini. 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data 
sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif      yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
 
A. Data Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan 
Perempuan di Kabupaten Maros Tahun 2011 - 2013 
Data yang diperoleh penulis dari Polres Maros sesuai hasil 
penelitian yang penulis lakukan menunjukkan frekuensi terjadinya 
kasus penyalahgunan narkotika berdasarkan laporan yang masuk 
selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terhitung dari tahun 2011 
sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi. Dan untuk lebih 
jelas frekuensi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten 
Maros dapat dilihat pada table berikut ini : 
Tabel 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang 
Dilakukan oleh Perempuan di Kabupaten Maros Tahun 2011-2013 
 
Sumber Data : Sat Serse Narkoba Kabupaten Maros, Tahun 2013 
 
Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, menunjukkan bahwa 
tingkat kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 
No Tahun Banyaknya Kasus 
1 2011 8 
2 2012 7 
3 2013 9 
Jumlah 24 
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Perempuan di Kabupaten Maros dalam kurun waktu 3 tahun 
terhitung dari tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi. 
Pada tahun 2011 jumlah kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 
8 kasus yang masuk laporannya pada pihak kepolisian. Kemudian 
pada tahun 2012 mengalami penurunan berjumlah 7 kasus. Dan 
pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan menjadi 9 kasus. 
Dari jumlah kasus penyalahgunaan narkotika seperti pada 
tebel 1 tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya pelaku yang 
bereaksi, baik para pengedar . 
 
B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan 
oleh Perempuan di Kabupaten Maros 
Tindakan kriminal merupakan suatu bentuk penyimpangan 
yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan 
norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dimasyarakat. 
Perilaku menyimpang merupakan tindakan yang tidak 
dikehendaki oleh masyarakat karena telah melanggar norma atau 
aturan-aturan yang berlaku. Namun tetap saja perilaku menyimpang 
itu ada dalam masyarakat. Ada beberapa kriteria yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi suatu tindakan dikatakan sebagai 
perilaku yang menyimpang. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. 
Sutherland. Menurut teori ini, penyimpangan bersumber dari 
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pergaulan dengan sekelompok yang telah menyimpang. 
Penyimpangan diperoleh melalui alih budaya. Melalui proses ini 
seseorang mempelajari suatu subkebudayaan menyimpang. Dalam 
teori ini penyimpangan sosial, kejahatan narkotika dan psikotropika 
termasuk dalam Kejahatan Tanpa Korban. Kejahatan tidak 
menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat 
tindak pidana yang dilakukan. 
Penyimpangan sosial salah satunya yaitu penyalahgunaan 
narkotika ini banyak terjadi pada kaum remaja karena 
perkembangan emosi mereka yang belum stabil dan cenderung 
ingin mencoba serta adanya rasa keingintahuan yang besar 
terhadap suatu hal. 
Penggunaan narkotika secara berlebih dilarang oleh hukum 
karena dapat mendorong terjadinya tindak kriminal yang lain. Selain 
dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahaya terhadap 
diri sendiri, antara lain dapat merusak organ-organ tubuh, sehingga 
tidak berfungsi sempurna, bahkan susunan syaraf yang dapat 
berfungsi sebagai pengendali daya pikir turut pula rusak. Akibatnya 
tidak dapat berpikir secara rasional dan cenderung untung 
melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai dan 
norma yang berlaku dimasyarakat. 
Berdasarkan pada wawancara mendalam terhadap ketiga 
pengguna/pengedar yang telah ditahan di Lembaga 
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Pemasyarakatan Maros terlihat bahwa penyimpangan sosial  
penyalahgunaan narkotika yang telah menjadi sesuatu yang sangat 
meprihatinkan karena peredarannya sudah merebak kemana-mana 
tanpa memandang bulu, baik kalangan atas hingga kalangan 
bawah, remaja perempuan, perempuan tua, maupun perempuan 
muda bahkan sudah tidak mengenal profesi apapun itu semua 
sudah masuk pada sebuah lingkaran setan hal ini sangat 
meresahkan masyarakat karena merupakan ancaman yang sangat 
berbahaya bukan hanya untuk terhadap masyarakat akan tetapi 
juga menjadi ancaman yang sangat serius bagi sebuah negara 
karena berpotensi merusak tatanan bernegara selain itu juga bisa 
merusak generasi bangsa. 
Dalam kenyataannya, baik dirasakan atau tidak tetapi sangat 
jelas bahwa banyak permasalahan yang ditimbulkan dari 
penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai aturan dan serta 
prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui 
peraturan prundang-undangan serta peraturan pemerintah sudah 
sangat parah, hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang 
senantiasa selalu menjadi penunjang dalam penyalahgunaan 
narkotika tersebut. Meskipun demikian penyalahgunaannyapun 
masih terus dilakukan, bahkan terkesan adanya kecenderungan 
peningkatan sampai dengan saat ini. Kasus penyalahgunaan 
narkotika yang terjadi dilingkungan masyarakat khususnya               
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di kalangan perempuan mengalami peningkatan dari tahun ketahun 
seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas. Adapun faktor-faktor 
tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 
adalah : 
 
a. Faktor Individu 
Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap individu yang 
berasal dalam dirinya, terutama bagi generasi muda utamanya 
perempuan dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-
hal yang baru. Demikian juga dengan faktor penyebab 
penyalahgunaan narkotika sebagian besar diawali dengan rasa ingin 
tahu terhadap narkotika yang oleh mereka dianggap sebagai 
sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, Akibat ingin tahu 
itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian menjadi 
kecanduan. 
Perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda 
pada umur setara siswa SD, SMP, dan SMA. Bila dihadapan 
kelompok anak muda ada seseorang yang memperagakan 
“nikmatnya” mengkonsumsi narkotika, maka didorong oleh naluri 
alamiah anak muda, yaitu keingintahuan, maka salah seorang dari 
kelompok itu akan maju mencobanya. Selain didorong oleh 
keingintahuan, keberaniannya juga karena didesak oleh gejolak 
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dalam jiwanya yang ingin dianggap hebat, pemberani, dan pahlawan 
diantara teman-teman sebanyanya. 
 
b. Faktor Keluarga 
Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial 
terkecil yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang perempuan. 
Seorang perempuan memegang peranan sebagai makhluk sosial 
yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam 
pergaulannya ditengah-tengah masyarakat. 
Lingkungan keluarga banyak memberikan kontribusi bagi 
perkembangan seorang perempuan. Kurangnya perhatian, kasih 
sayang, dan bimbingan keluarga karena broken home maupun 
kesibukan satu sama lain dapat menyebakan seorang perempuan 
menggunakan narkotika sebagai pelarian dari rasa kecewa karena 
tidak ada yang memperdulikannya. 
Keluarga yang merupakan unit kecil yang memberikan 
fondasi primer bagi perkembangan seseorang. Sedagkan 
lingkungan sekitar  ikut memberikan nuansa perkembangan seorang 
perempuan. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan 
masyarakat sekitar akan memberikan pengaruh didalam proses 
pertumbuhan kepribadian. Dimulai lingkungan pergaulan seorang 
perempuan dimulai dalam lingkungan keluarga. 
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c. Faktor Ekonomi 
Dari hasil penelitian penulis faktor eksternal yang berupa 
ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 
penyalahgunaan kejahatan narkotika ini yang dilakukan oleh 
perempuan. Hal ini disebabkan karena tuntutan hidup yang semakin 
sulit. Sebagian masyarakat pada umumnya mempunyai 
kecenderungan untuk hidup yang layak dan berkecukupan padahal 
kesejahteraan yang dimiliki cenderung dianggap tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dimana mereka tidak lagi 
sebagai pengkomsumsi tetapi juga sebagai pengedar. 
 
d. Faktor Sosial Budaya 
Selain faktor ekonomi, maka faktor sosial budaya juga dapat 
menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di lingkungan 
masyarsakat di Kabupaten Maros khususnya dikalangan 
perempuan, dimana pengaruh budaya luar yang begitu deras dan 
cepat mengalir, menyebabkan sebagian perempuan cenderung 
meninggalkan pola hidup (budaya) lama dan beralih ke pola budaya 
baru karena dianggap lebih modern. Hal ini lebih banyak dialami 
oleh remaja perempuan yang karena rasa keingintahuan mereka 
untuk mengekspresikan jiwa muda yang mengalir dalam dirinya 
yang menyongsong kebudayaan luar tersebut yang dianggapnya 
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sebagai sesuatu yang modern sampai-sampai dia tidak tersadar 
akan posisinya sebagai penerus bangsa. 
Faktor lain yang juga menjadi penyebab banyaknya 
penyalahgunaan  Narkotika adalah pengaruh negatif budaya barat 
seperti minum-minuman beralkohol, mengisap ganja serta trend 
kehidupan yang cenderung individualis mengakibatkan banyak 
masyarakat di Negara ini yang mengikutinya. 
 
e. Faktor Lingkungan Pergaulan 
Lingkungan pergaulan ini merupakan faktor yang amat 
dominan sehingga seorang perempuan dapat terjerumus kedalam 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena lingkungan yang 
buruk akan amat berpengaruh terhadap diri kepribadian seseorang. 
Perempuan pelaku penyalahgunaan narkotika juga diakibatkan 
karena mereka termasuk anggota geng yang didalam lingkungan 
pergaulan gengnya, para anggotanya dominan adalah pengguna 
narkotika sehingga alasan karena teman geng menggunakan, 
dipengaruhi atau dipaksa tidakboleh lagi bergaul dalam lingkungan 
gengnya karena tidak bisa mengikuti trend atau mode gengnya. Hal 
ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan besar pengaruhnya 
dalam membentuk tingkah laku seorang perempuan bergaul dengan 
lingkungan yang cenderung nakal dan tidak mengikuti aturan akan 
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membuat seorang yang sebelumnya tidak menjadi nakal menjadi 
nakal pula. 
Hal tersebut juga dipicu oleh adanya dorongan-dorongan 
seorang perempuan yang memiliki tingkah pola yang sama 
dengannya untuk membentuk semacam persekutuan atau kelompok 
(geng) karena merasa senasib dan mereka cenderung untuk 
mencari anggota baru untuk diajak ikut serta dalam kelompok 
tersebut sehingga mendorong pula orang lain untuk ikut terjerumus, 
karena tidak dapat dipungkiri bahwa rasa senasib dan 
kesetiakawanan dalam kelompok tersebut amat kental, sehingga 
jika ada anggota lain yang mengkonsumsi narkotika, maka yang lain  
secara perlahan hampir bisa dipastikan dapat ikut terjerumus. Rasa 
kesetiakawanan juga menyulitkan para petugas untuk mengungkap 
pengedar dan sindikat serta jaringan-jaringan yang lain karena 
faktor rasa setia kawan ini, sehingga pengusutan tersebut sulit untuk 
dituntaskan. 
 
C. Upaya Yang dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi 
Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di 
Kabupaten Maros 
Satuan  Narkoba/ RESKRIM Narkoba adalah unsur 
pelaksana pada tingkat polres yang bertugas memberikan 
bimbingan teknis atas pelaksana fungsi penyidikan tindak pidana 
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narkoba di lingkungan polres Maros serta menyelenggarakan fungsi 
tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah antar resort kota 
dlam rangka mendukung pelaksana tugas operasi pada tingkat 
polres. Tugas Satuan Narkoba antara lain : 
1. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksana fungsi reserse 
narkoba tingkat polres. 
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi reserse narkoba yang 
meliputi :  
 Kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyidikan dan 
penyelidikan tindak pidana narkotika/obat-obat serta 
psikotropika dan bahan-bahan berbahaya. 
 Melakukan kegiatan pembinaan penyuluhan narkoba. 
3. Melaksanakan fungsi satuan narkoba di lapangan dalam rangka 
pembuktian secara ilmiah kasus-kasus yang ditangani. 
4. Menyelenggarakan dan melaksanakan operasi khusus kepolisian 
atas perintah pimpinan. 
5. Memberikan bantuan operasi kepada satuan bawahan dan 
melakukan koordinasi dengan laboratorium forensic. 
6. Membantu penyelenggaraan dan pelaksana operasi khusus atas 
perintah pimpinan. 
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7. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk 
pengumpulan/penyajian data/informasi yang berkenaan dengan 
aspek pembinaan dan pelaksana fungsi. 
(Sumber: Polres Maros) 
Upaya pencegahan dilakukan secara  integrai dan dinamis 
antara unsur-unsur  aparat kepolisian, merupakan upaya yang terus 
menerus dan  berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, 
cara berpikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai 
kecenderungan menyalahgunaan serta melakukan tindak pidana 
perdagangan/peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif. Upaya pencegahan yang dimaksudkan ada untuk 
menciptakan kesadaran kewaspadaan dan daya tingkat terhadap 
bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan untuk menolak zat-zat 
berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana 
masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan 
bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. 
Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam 
menanggulangi penyalahgunaan dan peranan gelap narkotika 
adalah sebagai berikut: 
1. Upaya Preventif 
Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah 
dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan 
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tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan 
mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi kepolisian 
khususnya personil dan sarananya. 
a. Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap 
rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya di tempat-
tempat hiburan malam, hotel yang ada kafenya dan tempat untuk 
berkaraoke, panti-panti pijat, terminal, pasar dan tidak menutup 
kemungkinan di permukiman yang dianggap aman untuk melakukan 
penyalahgunaan narkotika (Sumber : Polres Maros) 
b. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara 
berpatroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya 
penyalahgunaan narkoba. Polres Maros mengadakan operasi-
operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi 
mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui 
pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat rawan terjadinya 
penyalahgunaan narkoba.  
2. Upaya Pre-Emtif 
Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh beberapa kegiatan-
kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor 
penyebab yang menjadi faktor peluang yang biasa disebut faktor 
koleratif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak 
dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan 
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upaya daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi 
perilaku dan norma hidup bebas dari narkotika. 
Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui pengendalian 
dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap 
jaur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan itu 
tidak berkembang menjadi ancaman faktual. 
Kegiataan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan 
pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-
kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, sedangkan 
kegiatan yang bersifat preventif edukatif dengan metode 
komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat dilakukan melalui 
berbagai jalur antara lain keluarga pendidikan dan lebaga 
keagamaan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi 
kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak 
yang ditimbulkan dalam penggunaan narkotika ini bagi dirinya 
sendiri maupun bagi keluarga dan lingkungannya. 
3. Upaya Represif 
Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan 
memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana narkotika ini 
sesuai hukum yang berlaku. Upaya ini terlihat sudah dilakukan 
denga baik, sejak perkara ditangani pihak kepolisian sendiri, 
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kemudian berkasnya dilimpahkan pengadilan negeri untuk proses 
lebih lanjut. 
Upaya peberantasan jalur gelap dan penyalahgunaan 
narkotika diperlukan upaya terpadu baik  lingkungan nasional 
regional, maupun internasional. Bagi Indonesia yang kondisi 
geografisnya terdiri dari ribuan pulau dengan garis pantai yang 
terbuka lebar disadari sebagai wilayah yang amat rawan bagi lalu 
lintas gelap narkotika. Pemberantasan jalur perdagang gelap dan 
produksi narkotika diwilayah sumatera, jawa dan daerah lain selam 
ini telah lebih intensif dilakukan oleh aparat. Walaupun demikian, 
diperlukan pemberantasan yang berkelanjutan. 
Secara konsepsional pola penanggulangan, penyalahgunaan 
narkotika adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan 
masyarakat untuk turut serta berperan aktif. Untuk itu dalam upaya 
penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui pola 
pre-emtif, preventif, represif. 
Pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika 
hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa yang 
tidak menyenangkan kepada seorang yang telah melakukan 
kejahatan menurut undang-undang. Pemberian sanksi bukan hanya 
untuk ditujukan untuk memberikan pederitaan bagi pelaku, tetapi 
juga untuk mewujudkan ketertiban hukum dalam suatu negara. 
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D. Upaya Yang dilakukan Lembaga Badan Narkotika Nasional 
Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang 
Dilakukan Oleh Perempuan Di Kabupaten Maros 
 
  Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah 
non kementrian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang 
pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
adiktif tembakau dan alkohol. Tugas lembaga Badan Narkotika 
Nasional antara lain: 
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan 
oleh pemerintah maupun masyarakat 
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5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika 
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan 
masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika 
7. Melalui kerja sama bilateral dan multirateral, baik regional 
maupun internasional, guna mencegah dan memberantas 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor 
Narkotika 
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan 
terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
Prekursor Narkotika, dan 
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksaan tugas dan 
wewenang. 
 
Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika 
Nasional dalam menanggulangi peredaran, penyalahgunaan dan 
peranan gelap narkotika adalah sebagai berikut: 
1. Upaya Preventif 
Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan 
mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.  
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Dalam rangka upaya menanggulangi peredaran dan 
penyalahgunaan narkotika pihak BNN melakukan tindakan antara 
lain: 
a. Penyuluhan tentang bahaya narkoba yang dilakukan di 
beberapa tempat seperti sekolah-sekolah, instansi pemerintah, dan 
instansi swasta. 
b. Menyebarkan informasi melalui media cetak seperti koran 
dan kolom khusus, melalui media elektronik dengan cara talk show 
di televisi dan radio. 
c. Memasang spanduk dan  membagikan sticker-sticker. 
2. Upaya Pre-Emtif 
Upaya pre-emtif yang dilakukan oleh beberapa kegiatan-kegiatan 
edukatif dengan tujuan menghilangkan faktor-faktor penyebab yang 
menjadi faktor peluang. Sasaran pembinaannya adalah para 
anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum 
mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh upaya ini 
adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat 
agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga 
mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh 
kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.  
3. Upaya Represif 
Dalam rangka upaya penindakan setelah pelaku melakukan 
kejahatan, pihak BNN telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian 
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satuan narkoba untuk menindaklanjuti para pelaku. Perbuatan ini 
juga sudah diatur dalam  
Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
yang berisi: 
“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” 
 
4. Upaya Rehabilitatif 
Upaya rehabilitatif merupakan upaya promosi kesehatan untuk 
memelihara dan memulihkan kondisi/mecegah kecacatan. 
Sasarannya adalah kelompok orang yang baru sembuh dari 
penyakit. Tujuannya adalah pemulihan, pencegahan kecacatan dan 
berusaha mengembalikan penderita seperti keadaan semula atau 
paling tidak berusaha mengembalikan penderita pada keadaan yang 
dipandang sesuai dan mampu melangsungkan fungsi kehidupannya 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian, maka dapat 
dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan perempuan 
di Kabupaten Maros adalah: 
a. Faktor Individu 
Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap individu yang berasal 
dari dalam dirinya, terutama bagi generasi muda dimana salah satu 
sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Demikian juga 
dengan faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dengan sebagian 
besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap narkotika yang oleh 
mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian 
mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap 
yang kemudian pemakai yang tergantung. 
 
b. Faktor Keluarga 
Banyak pengguna narkotika dan psikotropika yang berasal dari 
keluarga yang tidak harmonis. Keluarga seharusnya menjadi wadah 
untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang, wahana silih 
asih, silih asah, dan silih asuh. Namun pada kenyataannya, keluarga 
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sering sekali justru menjadi pemicu sang anak menjadi pemakai, hal 
tersebut disebabkan arena keluarga tersebut kacau balau. Hubungan 
antara anggota keluarga dingin, bahkan tegang atau bermusuhan. 
 
c. Faktor Ekonomi 
Demi hasil penelitian penulis faktor eksternal yang berupa faktor 
ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 
penyalahgunan kejahatan narkotika ini yang dilakukan oleh individu. 
Hal ini disebabkan kerena tuntutan hidup yang semakin sulit. Sebagian 
masyarakat pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk hidup 
yang layak dan berkecukupan padahal kesejahteraan yang dimiliki 
cenderung dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari. Dimana tidak lagi sebagai pengkonsumsi saja tetapi juga sebagai 
pengedar. 
 
d. Faktor Sosial Budaya 
Selain faktor ekonomi, maka faktor sosial budaya juga dapat 
menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di lingkungan 
masyarakat Kabupaten Maros khususnya dikalangan perempuan, 
dimana pengaruh budaya luar yang begitu deras dan cepat mengalir, 
menyebabkan sebagian perempuan cenderung meninggalkan pola 
hidup (budaya) lama dan beralih ke pola budaya yang baru karena 
dianggap lebih modern. Hal ini lebih banyak dialami oleh remaja 
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perempuan yang karena keinginan mereka untuk mengekspresikan 
jiwa muda yang mengalir dalam dirinya dalam menyongsong 
kebudayaan luar tersebut yang dianggapnya sebagai sesuatu yang 
modern sampai-sampai dia tidak tersadar akan posisinya sebagai 
generasi penerus bangsa. 
 
e. Faktor Lingkungan 
Selain itu faktor lingkungan sering pula menyebabkan terjadiya 
penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk faktor lingkungan yang 
menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah lingkungan 
tempat bergaul dengan teman yang selalu memberikan kesempatan 
pada mereka untuk mengenai narkotika ini sehingga motif coba-coba 
sampai pada taraf ketagihan membuat mereka senantiasa untuk 
menyalahgunakan narkotika. 
 
2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan 
narkotika dikalangan perempuan di Kabupaten Maros yaitu dengan jalan 
melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif, pengawasan 
terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai jalur penyalahgunaan 
narkotika, penindakan secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan 
narkotika, dan merehabilitasi pecandu narkotika. 
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B. Saran 
1. Memberikan penyuluhan secara berkesinambungan mengenai 
bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika. 
2. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukan hanya tanggung 
jawab pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab seluruh 
lapisan masyarakat, untuk itu masyarakat diharapkan lebih berperan 
aktif dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi 
penyalahgunaan narkotika. 
3. Pihak kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan 
pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar 
masuknya penyalahgunaan narkotika. 
4. Diharapkan kepada orang tua agar lebih memperhatikan 
perkembangan mental anaknya, lebih memberikan dukungan tidak 
hanya materi melainkan juga kasih sayang dan semangat untuk 
kesembuhan anak yang mengalami ketergantungan terhadap 
narkotika. 
5. Memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku 
penyalahgunaan narkotika. 
6. Peranan media massa diharapkan bukan hanya sebatas berita 
penangkapan, tetapi juga berita-berita mendidik yang dapat 
menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya memerangi 
penyalahgunaan narkotika. 
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